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1. Introduction 

 Asuransi merupakan perjanjian hukum yang memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap 

risiko yang telah disepakati dalam polis. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa antara perusahaan 

asuransi dan pemegang polis mengenai kewajiban pembayaran klaim. Salah satu kasus yang menarik 

perhatian adalah perkara antara PT Tunggal Mandiri Jaya KSO dan PT Asuransi Kredit Indonesia, yang 

akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 4759 K/Pdt/2022. 

Kasus ini berawal dari proyek rekonstruksi di Sulawesi Tengah, di mana PT Tunggal Mandiri Jaya KSO 

mengalami kerusakan kendaraan yang diasuransikan. Namun, PT Asuransi Kredit Indonesia menolak 

membayar klaim dengan berbagai alasan. Akibatnya, tertanggung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 

Palu, yang kemudian berlanjut hingga kasasi ke Mahkamah Agung. 

Dalam gugatannya, PT Tunggal Mandiri Jaya KSO menuntut agar PT Asuransi Kredit Indonesia memenuhi 

kewajibannya sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Pihak penggugat berpendapat bahwa perusahaan 

asuransi seharusnya bertanggung jawab atas klaim yang diajukan, mengingat seluruh ketentuan dalam polis 

telah dipenuhi oleh tertanggung. Namun, pihak tergugat, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia, berargumen 

bahwa terdapat kondisi tertentu yang membuat klaim tidak dapat dibayarkan. 

Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya menyatakan bahwa PT Asuransi Kredit Indonesia wajib 

membayar klaim kepada PT Tunggal Mandiri Jaya KSO. Putusan ini didasarkan pada fakta bahwa 

tertanggung telah memenuhi seluruh prosedur pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis. Selain 

itu, tidak ditemukan adanya pelanggaran dari pihak tertanggung yang dapat dijadikan alasan untuk menolak 

klaim. 

Tidak terima dengan putusan tersebut, PT Asuransi Kredit Indonesia mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi Makassar. Dalam proses banding, perusahaan asuransi tetap berpegang pada argumen bahwa klaim 

yang diajukan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya KSO tidak memenuhi syarat yang diatur dalam polis. Namun, 
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Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, sehingga PT Asuransi Kredit 

Indonesia tetap diwajibkan membayar klaim. 

Tidak puas dengan hasil banding, PT Asuransi Kredit Indonesia kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung meninjau kembali seluruh pertimbangan hukum yang telah 

digunakan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pada akhirnya, Mahkamah Agung dalam 

Putusan No. 4759 K/Pdt/2022 menolak kasasi yang diajukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, sehingga 

putusan Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Makassar tetap berlaku. 

Putusan Mahkamah Agung ini mempertegas bahwa perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas klaim 

yang sah sesuai dengan ketentuan polis. Dalam kasus ini, PT Asuransi Kredit Indonesia tidak dapat 

membuktikan adanya alasan yang sah untuk menolak pembayaran klaim. Oleh karena itu, perusahaan 

asuransi tersebut tetap diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT Tunggal Mandiri Jaya KSO. 

Kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam hukum asuransi di Indonesia. Sengketa antara 

tertanggung dan perusahaan asuransi sering terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap isi polis. Dalam 

banyak kasus, perusahaan asuransi cenderung mencari celah untuk menghindari kewajiban pembayaran 

klaim. Namun, melalui putusan ini, pengadilan menunjukkan bahwa hak-hak tertanggung harus dilindungi 

dan perusahaan asuransi tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menolak klaim. 

Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam perjanjian asuransi. Polis asuransi 

harus disusun dengan jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pihak tertanggung dan 

perusahaan asuransi. Dengan demikian, sengketa seperti yang terjadi antara PT Tunggal Mandiri Jaya KSO 

dan PT Asuransi Kredit Indonesia dapat diminimalkan di masa mendatang. 

Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini juga menjadi referensi bagi kasus-kasus asuransi lainnya di 

Indonesia. Dengan adanya preseden hukum yang jelas, perusahaan asuransi diharapkan lebih berhati-hati 

dalam menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung. Sebaliknya, bagi pemegang polis, putusan ini 

memberikan kepastian hukum bahwa hak mereka atas perlindungan asuransi tetap diakui oleh pengadilan. 

Kesimpulannya, sengketa antara PT Tunggal Mandiri Jaya KSO dan PT Asuransi Kredit Indonesia 

merupakan contoh nyata dari permasalahan yang sering terjadi dalam industri asuransi. Melalui Putusan No. 

4759 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi 

kewajibannya jika klaim yang diajukan oleh tertanggung telah memenuhi syarat dalam polis. Putusan ini 

diharapkan dapat menjadi landasan bagi praktik asuransi yang lebih adil dan transparan di Indonesia. 

2. Metode 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan 

untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

putusan pengadilan terkait. 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu studi dokumen, kajian peraturan 

perundang-undangan, dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis Putusan 

Mahkamah Agung No. 4759 K/Pdt/2022 serta putusan di tingkat sebelumnya, yaitu putusan Pengadilan 

Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi. 

Analisis ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing tingkat 

peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi perbedaan 

interpretasi hukum, konsekuensi hukum yang ditimbulkan, serta dampaknya terhadap praktik hukum 

perasuransian di Indonesia. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu bagian 

penting dalam penelitian ini. Adapun regulasi yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian, wanprestasi, dan ganti rugi. Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan 

asuransi serta perlindungan bagi pemegang polis. 

Dengan melakukan kajian ini, penelitian dapat mengidentifikasi kesesuaian putusan pengadilan dengan 

peraturan yang berlaku serta menilai implikasi hukumnya terhadap industri perasuransian di Indonesia. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan perasuransian dan 

wanprestasi dalam perjanjian asuransi. Sumber-sumber yang digunakan dalam studi ini meliputi Buku teks 

hukum perdata dan hukum perasuransian jurnal ilmiah yang membahas sengketa perasuransian artikel 

hukum yang mengkaji putusan pengadilan dalam kasus serupa 

Melalui studi kepustakaan ini, penelitian dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai teori hukum 

yang relevan, praktik penyelesaian sengketa perasuransian, serta perkembangan hukum perasuransian di 

Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Menganalisis norma 

hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia terkait perasuransian. 

Membandingkan putusan pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang perjanjian asuransi. 

Menilai dampak hukum dari putusan pengadilan terhadap pemegang polis dan perusahaan asuransi. 

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana 

hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa perasuransian serta potensi perbaikan dalam regulasi yang 

ada. 

3. Hasil dan  Pembahasan 

3.1 Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara 
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 Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk 

menilai dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam perkara sengketa perasuransian 

yang melibatkan PT Asuransi Kredit Indonesia, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang 

diajukan oleh perusahaan asuransi tersebut. Penolakan kasasi ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum 

yang relevan, yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan putusannya. Dalam 

kasus ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT Asuransi Kredit Indonesia telah gagal memenuhi 

kewajibannya sebagai penanggung dalam polis asuransi yang telah disepakati. Hal ini merujuk pada prinsip 

dasar dalam hukum perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati oleh para pihak yang 

terlibat. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh 

Mahkamah Agung dalam menolak kasasi ini, perlu dikaji beberapa dasar hukum yang menjadi landasan 

utama putusan tersebut. 

Salah satu dasar hukum utama yang digunakan dalam putusan ini adalah Pasal 1320 KUH Perdata, yang 

mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam ketentuan ini, terdapat empat syarat utama yang 

harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak 

untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam konteks kasus ini, polis 

asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia merupakan suatu perjanjian yang mengikat 

antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah/pemegang polis). Oleh karena itu, 

perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam polis, 

terutama dalam hal pembayaran klaim yang diajukan oleh tertanggung. Apabila perusahaan asuransi 

mengingkari kewajiban tersebut, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar 

janji dalam perjanjian. 

Selain itu, dalam putusan ini Mahkamah Agung juga mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang secara 

khusus mengatur mengenai wanprestasi. Pasal ini menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu 

pihak dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik 

karena lalai maupun dengan sengaja menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam kasus yang 

dihadapi PT Asuransi Kredit Indonesia, perusahaan asuransi ini dinyatakan telah melakukan wanprestasi 

karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi yang telah diajukan oleh tertanggung 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk menolak 

permohonan kasasi yang diajukan oleh perusahaan asuransi tersebut dan menegaskan bahwa perusahaan 

wajib bertanggung jawab atas klaim yang diajukan oleh pemegang polis. 

3.2. Prinsip Perlindungan Konsumen yang Dilanggar 

 Selain ketentuan dalam KUH Perdata, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai dasar hukum dalam perkara ini. Undang-undang ini 

mengatur secara spesifik mengenai hak dan kewajiban perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya, 
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termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban terhadap tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. 

Salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini adalah bahwa perusahaan asuransi harus bertindak 

dengan itikad baik dan memberikan perlindungan kepada pemegang polis sebagai konsumen jasa asuransi. 

Oleh karena itu, ketika PT Asuransi Kredit Indonesia gagal membayarkan klaim kepada pemegang polis 

sesuai dengan ketentuan polis asuransi yang telah disepakati, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

prinsip perlindungan konsumen dalam industri perasuransian. Mahkamah Agung dalam putusannya 

menegaskan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi hak tertanggung 

dan tidak dapat mengabaikan kewajiban tersebut dengan alasan apa pun. 

Dalam mempertimbangkan perkara ini, Mahkamah Agung juga melihat aspek kepastian hukum bagi 

pemegang polis. Salah satu prinsip utama dalam hukum perdata adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda). 

Dengan demikian, perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak mengingkari atau mengabaikan kewajiban 

yang telah mereka sepakati dalam polis asuransi. Jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban 

pembayaran klaim, maka hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis dan dapat 

merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam 

putusannya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, sehingga setiap pihak mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam 

perjanjian asuransi. 

Lebih lanjut, dalam putusannya Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi 

pemegang polis sebagai konsumen. Dalam konteks hukum perasuransian, pemegang polis merupakan pihak 

yang lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi, karena mereka tidak memiliki kendali penuh terhadap 

mekanisme pembayaran klaim. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan yang lebih kuat 

kepada pemegang polis agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan sepihak perusahaan asuransi. Dalam 

kasus ini, PT Asuransi Kredit Indonesia dinilai telah melakukan tindakan yang merugikan pemegang polis 

dengan tidak membayar klaim sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya 

menolak kasasi yang diajukan oleh perusahaan tersebut dan mewajibkan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya kepada pemegang polis. 

Putusan Mahkamah Agung ini juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam praktik industri asuransi di 

Indonesia. Salah satu dampak utama dari putusan ini adalah penegasan terhadap kewajiban perusahaan 

asuransi untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya putusan ini, 

diharapkan perusahaan asuransi akan lebih berhati-hati dalam menangani klaim asuransi dan tidak mudah 

menolak klaim tanpa alasan yang sah. Selain itu, putusan ini juga memberikan preseden hukum bagi 

kasus-kasus serupa di masa depan, di mana pemegang polis yang mengalami penolakan klaim yang tidak 

beralasan dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk menuntut hak mereka di pengadilan. Dengan 
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demikian, putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya memiliki dampak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

perkara ini, tetapi juga bagi industri asuransi secara keseluruhan. 

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam 

hukum perasuransian dan hukum perjanjian pada umumnya. Dengan menolak kasasi yang diajukan oleh PT 

Asuransi Kredit Indonesia, Mahkamah Agung mengirimkan pesan yang jelas bahwa perusahaan asuransi 

tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap pemegang polis dan harus bertindak dengan itikad baik 

dalam setiap perjanjian yang mereka buat. Putusan ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang 

polis sebagai konsumen, sehingga mereka memiliki kepastian hukum dalam menuntut hak mereka jika 

terjadi sengketa dengan perusahaan asuransi. Dengan adanya putusan ini, diharapkan bahwa praktik 

penyelesaian sengketa dalam industri asuransi dapat berjalan lebih transparan dan adil, serta memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi. 

Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Wanprestasi 

 Dalam perkara ini, hakim menggunakan sejumlah pertimbangan hukum sebelum menyatakan bahwa PT 

Asuransi Kredit Indonesia telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip 

hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan kewajiban kontraktual dalam 

polis asuransi. Salah satu aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah kewajiban perusahaan 

asuransi untuk membayar klaim. Dalam kontrak asuransi yang telah disepakati antara PT Asuransi Kredit 

Indonesia dan PT Tunggal Mandiri Jaya KSO, jelas dinyatakan bahwa perusahaan asuransi bertanggung 

jawab untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang dijamin dalam polis. 

Oleh karena itu, ketika tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan polis, maka perusahaan 

asuransi wajib memenuhinya. Hakim menilai bahwa kewajiban ini bersifat imperatif, yang berarti harus 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, kecuali terdapat alasan hukum yang sah untuk menolaknya. 

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan keabsahan penolakan pembayaran klaim yang dilakukan oleh 

PT Asuransi Kredit Indonesia. Dalam proses persidangan, perusahaan asuransi berargumen bahwa terdapat 

alasan yang sah untuk menolak klaim yang diajukan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya KSO. Namun, setelah 

melalui pemeriksaan bukti, hakim menilai bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup kuat untuk 

membenarkan penolakan tersebut. Dalam praktik asuransi, penolakan klaim hanya dapat dilakukan apabila 

terdapat pelanggaran ketentuan polis, kecurangan, atau ketidakjelasan dalam bukti klaim. Dalam kasus ini, 

hakim menemukan bahwa PT Tunggal Mandiri Jaya KSO telah mengajukan klaim dengan dokumen yang 

lengkap dan sah sesuai ketentuan polis. Oleh karena itu, alasan yang digunakan oleh PT Asuransi Kredit 

Indonesia untuk menolak klaim dianggap tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam 

hukum perasuransian. 
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Selain itu, hakim juga mempertimbangkan klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian antara PT 

Asuransi Kredit Indonesia dan PT Tunggal Mandiri Jaya KSO. Dalam polis asuransi, sering kali terdapat 

klausula arbitrase yang mengatur bahwa sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase sebelum dibawa ke 

pengadilan. Dalam kasus ini, PT Asuransi Kredit Indonesia berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang 

menangani perkara ini karena telah terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian. Namun, hakim menilai 

bahwa meskipun terdapat klausula arbitrase, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewenangan 

pengadilan untuk memutus perkara ini. Dalam hukum perdata, pengadilan dapat tetap berwenang menangani 

suatu perkara apabila terbukti bahwa mekanisme arbitrase tidak memberikan solusi yang adil atau terdapat 

kepentingan hukum yang lebih besar yang harus dilindungi. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa 

asas keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang polis harus diutamakan, sehingga perkara ini tetap dapat 

diperiksa dan diputus oleh pengadilan. 

3.3. Implikasi Hukum Terhadap Kegiatan Perasuransian dan Perlindungan Konsumen 

 Putusan ini memberikan pesan yang jelas bahwa perusahaan asuransi tidak dapat menolak klaim 

secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktik industri asuransi, sering kali terjadi kasus di 

mana perusahaan asuransi menolak klaim tanpa alasan yang cukup, sehingga merugikan pemegang polis. 

Dengan adanya putusan ini, diharapkan bahwa perusahaan asuransi harus lebih berhati-hati dalam menolak 

klaim dan harus selalu bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, putusan ini 

juga menjadi preseden hukum yang penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, di mana pemegang polis 

dapat menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menuntut hak mereka jika mengalami penolakan klaim 

yang tidak berdasar. 

Dalam perspektif hukum perjanjian, putusan ini menegaskan kembali asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa 

setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak bersifat mengikat seperti undang-undang. Dengan 

demikian, perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban yang telah mereka setujui 

dalam polis asuransi. Jika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata, maka semua pihak yang terlibat wajib untuk melaksanakannya dengan penuh 

tanggung jawab. Oleh karena itu, PT Asuransi Kredit Indonesia dalam kasus ini dinyatakan telah melakukan 

wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi yang telah 

disepakati. 

Lebih jauh, pertimbangan hakim dalam kasus ini juga mencerminkan prinsip perlindungan konsumen dalam 

industri jasa keuangan. Dalam sistem hukum Indonesia, pemegang polis asuransi dianggap sebagai 

konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menegaskan bahwa perusahaan asuransi 

harus menjalankan usahanya dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan 

kepada pemegang polis. Oleh karena itu, ketika PT Asuransi Kredit Indonesia menolak klaim tanpa alasan 
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yang sah, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, sehingga 

hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat bertindak semena-mena dalam 

menangani klaim pemegang polis. 

Dari perspektif industri asuransi, putusan ini juga memberikan dampak yang luas terhadap praktik 

penyelesaian klaim di masa depan. Dengan adanya putusan ini, perusahaan asuransi diharapkan akan lebih 

transparan, profesional, dan bertanggung jawab dalam menangani klaim. Selain itu, putusan ini juga dapat 

menjadi acuan bagi regulator industri asuransi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi 

kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Jika perusahaan asuransi tetap 

bersikeras menolak klaim tanpa alasan yang sah, maka regulator dapat menjatuhkan sanksi administratif, 

termasuk pencabutan izin usaha jika diperlukan. Dengan demikian, putusan ini juga berkontribusi dalam 

menciptakan iklim industri asuransi yang lebih sehat, adil, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. 

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menegaskan beberapa prinsip hukum yang 

sangat penting dalam hukum perdata, hukum perasuransian, dan perlindungan konsumen. Hakim menilai 

bahwa PT Asuransi Kredit Indonesia telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya 

dalam membayar klaim kepada PT Tunggal Mandiri Jaya KSO, tanpa adanya alasan hukum yang sah. Hakim 

juga menegaskan bahwa klausula arbitrase tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari 

kewajiban hukum, terutama jika mekanisme arbitrase tidak memberikan keadilan bagi pemegang polis. 

Putusan ini memberikan preseden penting bagi industri asuransi, di mana perusahaan asuransi tidak boleh 

menolak klaim secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, dan harus selalu berpegang pada prinsip itikad 

baik dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya putusan ini, diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap industri asuransi di Indonesia dapat meningkat, karena terdapat kepastian hukum yang melindungi 

hak-hak pemegang polis dalam setiap transaksi asuransi yang mereka lakukan. 

Implikasi Putusan terhadap Bisnis Asuransi dan Kepastian Hukum 

 Putusan Mahkamah Agung ini memiliki dampak yang signifikan terhadap industri asuransi di Indonesia, 

baik bagi pemegang polis, perusahaan asuransi, maupun sistem hukum yang mengatur penyelesaian sengketa 

dalam industri ini. Salah satu dampak utama dari putusan ini adalah meningkatnya perlindungan bagi 

pemegang polis. Dengan adanya putusan ini, pemegang polis kini memiliki kepastian hukum bahwa klaim 

asuransi tidak bisa ditolak secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini 

sangat penting mengingat selama ini terdapat banyak kasus di mana perusahaan asuransi mencoba 

menghindari kewajibannya dengan berbagai alasan administratif atau interpretasi sepihak terhadap ketentuan 

polis. Putusan ini menegaskan bahwa jika pemegang polis telah memenuhi semua syarat dalam polis 

asuransi, maka perusahaan asuransi tidak memiliki alasan yang sah untuk menolak klaim, kecuali terdapat 

bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran perjanjian oleh pemegang polis. 
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Selain memberikan perlindungan lebih bagi pemegang polis, putusan ini juga meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan asuransi. Dengan adanya preseden hukum ini, perusahaan asuransi kini harus lebih berhati-hati 

dalam menangani klaim asuransi. Jika sebelumnya beberapa perusahaan cenderung menolak klaim secara 

sepihak tanpa melakukan analisis yang objektif, kini mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang 

diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Jika perusahaan tetap bersikeras menolak klaim tanpa alasan yang 

sah, maka mereka berisiko dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan, yang pada akhirnya dapat merugikan 

reputasi perusahaan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, putusan ini mendorong 

perusahaan asuransi untuk lebih transparan dalam proses klaim, serta meningkatkan standar profesionalisme 

dan kepatuhan terhadap hukum dalam operasional mereka. 

Dampak lain dari putusan ini adalah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa asuransi, terutama terkait 

klausula arbitrase dalam polis. Selama ini, banyak perusahaan asuransi menggunakan klausula arbitrase 

sebagai cara untuk menghindari pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Meskipun arbitrase memang 

diakui sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang sah dalam hukum Indonesia, putusan 

Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menangani sengketa 

asuransi, terutama jika mekanisme arbitrase dianggap tidak memberikan keadilan bagi pemegang polis. 

Dengan demikian, putusan ini memperjelas bahwa klausula arbitrase tidak bisa digunakan secara mutlak 

untuk membatasi hak pemegang polis dalam mencari keadilan melalui jalur pengadilan. 

Lebih lanjut, putusan ini juga memberikan dampak positif bagi perkembangan regulasi industri asuransi di 

Indonesia. Dengan adanya preseden ini, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menggunakan 

putusan ini sebagai referensi dalam menyusun kebijakan yang lebih ketat terkait kewajiban perusahaan 

asuransi dalam menangani klaim. OJK dapat mengeluarkan peraturan tambahan yang memastikan bahwa 

perusahaan asuransi tidak dapat menolak klaim secara sewenang-wenang, serta meningkatkan pengawasan 

terhadap kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlaku. Regulasi yang lebih ketat ini akan membantu 

menciptakan iklim industri asuransi yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada perlindungan 

konsumen. 

Putusan ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. 

Salah satu alasan utama mengapa banyak orang ragu untuk membeli produk asuransi adalah ketakutan bahwa 

klaim mereka tidak akan dibayar ketika mereka benar-benar membutuhkannya. Dengan adanya putusan ini, 

masyarakat kini memiliki jaminan hukum yang lebih kuat bahwa hak mereka sebagai pemegang polis akan 

dilindungi oleh sistem peradilan. Hal ini dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

menggunakan produk asuransi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan industri 

asuransi di Indonesia. 



Jurnal Hukum Pendidikan  Motivasi Harapan  
Volume 5 | Nomor 2 |2025 |Edisi. Mei 
 

 
Selain bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi, putusan ini juga memiliki implikasi penting bagi para 

praktisi hukum, termasuk advokat, akademisi, dan regulator. Bagi advokat yang menangani sengketa 

asuransi, putusan ini menjadi referensi penting yang dapat digunakan dalam menangani kasus serupa di masa 

depan. Mereka kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk membela hak-hak pemegang polis yang 

mengalami penolakan klaim yang tidak sah. Bagi akademisi dan peneliti hukum, putusan ini menjadi bahan 

kajian yang penting dalam memahami evolusi hukum perasuransian di Indonesia, serta dampaknya terhadap 

perkembangan hukum perdata dan perlindungan konsumen. 

Dalam jangka panjang, putusan ini diharapkan dapat membantu membangun budaya hukum yang lebih adil 

dalam industri asuransi. Dengan adanya putusan ini, perusahaan asuransi diharapkan akan lebih berkomitmen 

untuk menjalankan bisnis dengan itikad baik, serta tidak lagi menggunakan celah hukum untuk menghindari 

kewajiban mereka. Sebaliknya, pemegang polis juga diharapkan untuk lebih memahami hak dan kewajiban 

mereka dalam polis asuransi, sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam mengajukan klaim dan melindungi 

hak mereka. 

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung ini memberikan dampak yang luas dan positif bagi berbagai 

pihak yang terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Putusan ini memperkuat perlindungan bagi 

pemegang polis, meningkatkan akuntabilitas perusahaan asuransi, memberikan kepastian hukum dalam 

penyelesaian sengketa, serta mendorong pertumbuhan industri asuransi yang lebih sehat dan transparan. 

Dengan adanya putusan ini, diharapkan bahwa praktik industri asuransi di Indonesia akan semakin 

berkembang ke arah yang lebih adil, transparan, dan profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang 

lebih besar bagi masyarakat luas. 

Putusan Mahkamah Agung ini juga memberikan dampak yang luas terhadap sistem hukum di Indonesia, 

khususnya dalam konteks penegakan hukum perdata dan perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. 

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan mengikat 

dan menjadi preseden bagi pengadilan di tingkat lebih rendah. Artinya, jika terdapat kasus serupa di masa 

mendatang, hakim dapat menjadikan putusan ini sebagai acuan dalam memutus sengketa asuransi. Dengan 

demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada kasus yang sedang diselesaikan, tetapi juga pada 

perkembangan yurisprudensi hukum perasuransian di Indonesia. Hal ini sangat penting dalam menciptakan 

konsistensi dan kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan dalam penegakan hukum terhadap 

perusahaan asuransi yang menolak klaim tanpa dasar yang sah. 

Selain itu, putusan ini juga menguatkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa asuransi, terutama 

dalam menyeimbangkan posisi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam banyak kasus, 

pemegang polis sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan asuransi, 

baik dari segi pemahaman hukum, sumber daya finansial, maupun akses terhadap mekanisme penyelesaian 
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sengketa. Perusahaan asuransi memiliki tim hukum yang kuat dan sering kali menggunakan berbagai strategi 

untuk menghindari pembayaran klaim. Namun, dengan adanya putusan ini, pemegang polis mendapatkan 

perlindungan hukum yang lebih baik, karena mereka kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menuntut hak 

mereka jika terjadi penolakan klaim yang tidak adil. Oleh karena itu, putusan ini juga dapat dilihat sebagai 

langkah maju dalam mewujudkan keadilan bagi konsumen dalam industri keuangan, khususnya di sektor 

asuransi. 

Lebih jauh, putusan ini juga memiliki dampak terhadap persepsi publik terhadap industri asuransi di 

Indonesia. Selama ini, banyak masyarakat yang masih merasa ragu untuk membeli produk asuransi karena 

adanya kekhawatiran bahwa klaim mereka tidak akan dibayar ketika mereka benar-benar membutuhkannya. 

Kasus-kasus penolakan klaim tanpa alasan yang jelas sering kali menciptakan ketidakpercayaan terhadap 

industri asuransi, sehingga banyak orang memilih untuk tidak membeli asuransi meskipun mereka 

membutuhkannya. Namun, dengan adanya putusan ini, masyarakat kini memiliki jaminan hukum yang lebih 

kuat bahwa hak mereka sebagai pemegang polis akan dilindungi oleh sistem peradilan. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, yang pada akhirnya juga akan 

berdampak positif pada pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. 

Dari perspektif regulasi, putusan ini juga dapat mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 

memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dalam menangani klaim. Sebagai regulator industri 

keuangan, OJK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi semua 

peraturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen. Dengan adanya putusan ini, 

OJK dapat menggunakan yurisprudensi ini sebagai dasar untuk mengeluarkan regulasi tambahan yang lebih 

ketat terkait mekanisme penyelesaian klaim dan sanksi bagi perusahaan yang terbukti menolak klaim tanpa 

dasar hukum yang sah. Jika diperlukan, OJK juga dapat menerapkan mekanisme sanksi administratif, seperti 

denda atau pembekuan izin usaha, terhadap perusahaan yang terbukti melakukan wanprestasi dalam 

pembayaran klaim asuransi. 

Lebih lanjut, putusan ini juga berkontribusi pada penguatan sistem arbitrase dalam penyelesaian sengketa 

asuransi. Dalam praktiknya, banyak perusahaan asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dalam polis 

mereka sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Meskipun arbitrase merupakan 

mekanisme yang sah dan diakui dalam hukum Indonesia, putusan ini menegaskan bahwa klausula arbitrase 

tidak dapat digunakan untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan 

asuransi. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi momentum bagi regulator dan praktisi hukum untuk 

memperbaiki sistem arbitrase dalam sengketa asuransi, sehingga mekanisme ini dapat benar-benar berfungsi 

sebagai alat penyelesaian sengketa yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat. 
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Dalam konteks hukum kontrak, putusan ini juga menguatkan prinsip pacta sunt servanda, yang menyatakan 

bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak bersifat mengikat dan harus dilaksanakan 

dengan itikad baik. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa polis asuransi 

merupakan bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum, sehingga perusahaan asuransi tidak dapat 

mengabaikan kewajibannya dengan alasan yang tidak sah. Putusan ini menjadi pengingat bagi perusahaan 

asuransi bahwa mereka harus selalu menjalankan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, 

dan tidak boleh secara sepihak mengubah atau menginterpretasikan isi perjanjian untuk kepentingan mereka 

sendiri. 

Dari sudut pandang akademik, putusan ini juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan 

kajian hukum perasuransian di Indonesia. Para akademisi dan peneliti hukum dapat menggunakan putusan 

ini sebagai bahan kajian dalam memahami bagaimana hukum perasuransian diterapkan dalam praktik, serta 

bagaimana sistem peradilan menangani sengketa dalam industri ini. Dengan adanya yurisprudensi ini, 

penelitian-penelitian di bidang hukum asuransi dapat lebih berkembang, sehingga dapat memberikan 

rekomendasi yang lebih baik bagi regulator, perusahaan asuransi, maupun pemegang polis dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri ini. 

Selain itu, putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi perusahaan asuransi dalam mengelola risiko 

hukum yang terkait dengan penyelesaian klaim. Perusahaan asuransi kini harus lebih berhati-hati dalam 

menangani klaim dari pemegang polis, karena jika mereka terbukti menolak klaim tanpa alasan yang sah, 

mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu 

meningkatkan standar operasional dan kepatuhan hukum mereka, termasuk dengan menyusun kebijakan 

klaim yang lebih transparan, memastikan bahwa proses penyelesaian klaim dilakukan dengan adil, serta 

meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja mereka agar memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi 

dalam menangani klaim asuransi. 

Dalam konteks ekonomi, putusan ini juga dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas 

industri asuransi di Indonesia. Jika perusahaan asuransi mulai menerapkan standar yang lebih tinggi dalam 

menangani klaim, maka hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, di mana perusahaan 

yang beroperasi dengan itikad baik akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kepercayaan 

konsumen, sementara perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi sanksi hukum dan 

kehilangan pangsa pasar. Dengan demikian, putusan ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya 

saing industri asuransi Indonesia di tingkat global, karena perusahaan yang beroperasi di pasar domestik 

akan terdorong untuk menerapkan praktik terbaik dalam menangani klaim dan menjalankan bisnis mereka 

secara lebih profesional. 
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Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung ini memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap 

berbagai aspek dalam industri asuransi, mulai dari perlindungan pemegang polis, akuntabilitas perusahaan 

asuransi, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, hingga peningkatan regulasi dan stabilitas industri. 

Putusan ini juga menjadi preseden penting dalam hukum perasuransian di Indonesia, yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan bahwa 

industri asuransi di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada 

perlindungan konsumen, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas 

4. Kesimpulan  

 Putusan Mahkamah Agung No. 4759 K/Pdt/2022 menegaskan bahwa perusahaan asuransi memiliki 

kewajiban untuk memenuhi klaim yang sah sesuai dengan polis yang telah disepakati. PT Asuransi Kredit 

Indonesia dinyatakan melakukan wanprestasi karena menolak pembayaran klaim tanpa dasar yang sah. 

Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis, meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan asuransi, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa asuransi. Dengan 

adanya putusan ini, diharapkan perusahaan asuransi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di 

Indonesia. 

5. Saran 

Didalam Putusan Mahkamah Agung No. 4759 K/Pdt/2022 perusahaan asuransi didalam pelayanan 
perasusransian harus memberikan kepastian dan transparansi bagi para pihak pemegang polis. Bagi pihak 
pemegang polis itu tersendiri harus juga memahami isi dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan 
kewajiban pemegang polis. 
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